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Abstrak
[bookmark: _GoBack]Makalah ini menganalisis tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam UUP ditinjau dari perspektif Konvensi Perempuan yang biasa disebut CEDAW dan Islam Mubādalah. Fokus kajiannya yaitu pasal 34 UUP ayat (b) yang menjelaskan “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Fakta empiris menunjukkan bahwa ketentuan pasal tersebut banyak dipahami secara literal tekstual, sehingga hasil dari pemahaman ketika dibaca dalam konteks kekinian melahirkan stigma bias gender. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam UUP ditinjau dari CEDAW dan Islam Mubādalah? Jenis artikel ini adalah librabry research (penelitian kepustakaan), yang bersifat normative, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (proses kerja/hubugan hukum dan masyarakat), di analisis secara kualitatif dengan teori-teori keadilan gender. Hasil analisis menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 34 UUP, banyak dimaknai secara tekstual, yang berimplikasi terhadap diskriminasi peran istri dalam rumah keluarga. Implikasi yang melahirkan diskriminasi terhadap istri bertentangan dengan keadilan gender (CEDAW) dan Islam Mubādalah.
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A.	Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi CEDAW. Setelah melakukan ratifikasi, maka negara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi perempuan tersebut. Implementasi prinsip tersebut dapat berupa undang-undang maupun program-program setrategis dalam melindungi perempuan dalam bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, baik dalam ranah public maupun domestik. Selain itu, pemerintah juga wajib merubah praktek budaya yang mendasarkan pada superioritas yang bersifat patriarkhis yang berdampak pada ketidakadilan perempuan. [1]
Namun hingga saat ini, kaum perempuan diranah domestic/keluarga masih banyak mendapatkan ketidakadilan gender. Khususnya terkait dengan hak dan kedudukan suami istri dalam keluarga. Hal tersebut karena factor peraturan hukum UUP Pasal 34 ayat (b), yang banyak dipahami secara tekstual, bukan dimaknai secara makna substansi dalam kandungan pasal tersebut, sehingga hal ini melahirkan praktik-praktik ketidakadilan, subordinasi terhadap istri dalam rumah tangga, yang berdampak hak keadilan istri tidak dapat terpenuhi. Padahal jika berbicara konsepsi hak asasi manusia (HAM), seyogyanya tidak melihat jenis kelamin (suami-istri), istri sebagai perempuan juga memiliki hak asasi yang wajib pemenuhannya. 
Pemenuhan HAM menjadi kewajiban semua negara, nilai-nilai HAM tertuang dalam dikumen-dikumen internasional tentang HAM sebagai regulasi hukum dalam melidungi dan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan. Induk regulasi HAM tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), di Indonesia regulasi HAM tertuang dalam UUD 1945 dan UU. No. 39 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi-regulasi HAM tersebut sebagai upaya untuk menghapus praktik-praktik khususnya budaya yang penuh dengan ketidakadilan yang benyak terjadi pada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa, ketidakadilan gender yang diterima oleh perempuan berawal dari stigma-stigma negativ terhadap perempuan.  Stigma negative tersebut yang dilebelkan pada perempuan yang dinilai perempuan adalah makhluk yang lemah, lebelisasi perempuan adalah lemah adalah mitos-mitos yang dilahirkan oleh persepsi masyarakat yang telah berlaku sekian lama. Mitos lain misalnya tentang sperma sebagai sumber kehidupan, lebelisasi sperma ini bersumber dan dimiliki oleh laki-laki bukan perempua, sedangkan perempuan hanya menerima, hal ini berdampak pada stigma bahwa perempuan sebagai manusia kelas dua dan lemah.[2]  Jatifikasi tersebut tanpa disadari melahirkan persepsi sosial dalam bentuk mitos bahwa laki-laki memiliki nilai lebih tinggi dari seorang perempuan. Dengan demikian, maka diskriminasi yang banyak terjadi dalam ranah domestik merupakan jenis dskriminasi yang berjenis ketidak-adilan gender yang akhirnya melahirkan peran-peran gender yang mana salah satu pihak menjadi superioritas dari pihak yang lain.
Perspsi tersebut membentuk marginal kepada pihak perempuan yang menyebkan terbelenggunya hak kebebasan perempuan sebagai manusia. Yang bayak terjadi dimasyarakat adalah bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki yang melahirkan doktrin ketidak-adilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang memunculkan budaya patiarkhi. Budaya patriarkhi telah berlaku sejak berabad-abad, hal ini bukan lagi dinilai sebagai ketimpangan, bahkan budaya ini telah dianggap sebagai fakta ilmiah.[3] Fakta dimasyarakat menunjukkan subordinasi patriarkhisme menciptakan suatu tuntutan dimana laki-laki dan pemikiran laki-laki menjadi acuan norma. Terbelenggunya ruang aktifitas dan gerak perempuan sering dijatifikasi oleh pemaknaan secara tekstual umat terhadap doktron agama dan UU yang mana teks tersebut masih bias gendre. Ketentuan-ketentuan yag mengandung bacaan bias gender tersebut diperkuat dengan adanya praktik-praktik bias gender dalam daran domestic.[4] Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam makalah ilmiah ini adalah: Bagaimanakah ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam UUP perspektif CEDAW dan Islam Mubādalah?
Dari telaah pustaka, terdapat beberapa artikel hasil penelitian dan Kitab yang mengkaji tentang hak perempuan dan gender dalam keluarga, diantaranya adalah: Kitab yang ditulis oleh Anwar Al-Jundi, dengan judul Kitab “Al-Mar’atu Al-Muslimah…”, (halaman 22-33).[5]. Dalam Kitab ini Anwar menjelaskan bahwa tidak dibenarkan kesetaraan yang benar-benar sama antara laki-laki dan perempuan. Karena di dalam Islam, seorang laki-laki perannya telah ditetapkan, begitu juga peran seorang perempuan dalam Islam telah ditetapkan. Peran antara antara laki-laki dan perempuan dalam Islam ada pemisahan. Sebagai contoh laki-laki dilarang menggunakan emas atau baju sutra, sedangka perempuan dilarang berkumpul di tempat umum karena dikhawatirkan tubuh perempuan tersebut akan terlihat oleh publik dan ini akan menimbulkan fitnah. Namun, Anwar tetap membenarkan kesetaraan dalam konteks kemanusiaan (hak asasi manusia), bahwa atara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama khususnya dimata hukum. Namun Anwar menentang dan tidak membenarkan kesetaraan gender yang bersumber dari Negara Barat. Sebagai contoh tentang hak waris dan hak talak, dalam Islam ketentuan tersebut telah jelas diatur secara jelas dalam Islam, sehingga Anwar tidak membenarkan kesetaraan yang mana kesetaraan itu bertetangan dengan aturan-aturan dalam Islam. Kitab yang kedua ditulis oleh Atiyah Soker, dalam Mausu’ah Usroh (Insklopedi), dengan judul “Al-Usrotu Tahtari’atil Islam, Hukukuzaujiyah”,[6] di dalam Kitab ini menjelaskan tentang hak-hak istri atas suami, dan hak-hak suami atas istri. Pada bab ke II dijelaskan, bahwa istri harus taat kepada suami, istri harus menjaga kemuliaan suami, mejaga perasaan suami, dan istri wajib mengurus dan menjaga rumah serta mendidik anak. Selanjutnya penelitian Dwi Edi Wibowo,[7] dengan judul “Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender”,  penelitian ini menjelaskan bahwa, antara laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama. Antara laki-laki dan perempuan adalah pasangan bukan lawan jenis. Antara kedunya diciptakan buka untuk menindas namun pasangan yang saling membutuhkan. Selajutnya penelitian oleh Saiful Anwar,[8] judul “Problem Aplikasi Paham Gender dalam Keluarga”, Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep kesetaraan gender adalah hanyalah sekedar harapan, khayalan dan kedzoliman yang harus dijadikan program dan diterapkan sebagai aplikasi kesetaraan gender dalam keluarga. Selain itu, kesetaraan gender merupakan agenda yang membahayakan institusi keluarga. Selanjutnya penelitian Anita Rahmawaty,[9] dengan judul “Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”, penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi natara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dapat menciptakan kemitraan gender, sebagai partnership. Dalam penelitian ini menjelaskan pentingnya kesetaraan dalam peran dan fungsi dalam ruang domestic maupun publik bahkan dalam sosial masyarakat. Melalui kemitraan dan kesetaraan gender dalam keluarga maka akan menciptakan sebuah keluarga yag bahagia. Dari telah pustaka tersebut, novelty (kebaruan) dan GAP analisis artikel ini terletak pada rumusan masalahnya, dalam artikel ini menganalisis tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam UUP perspektif CEDAW dan Islam Mubādalah, penelitian ini fokus pada Pasal 34 UUP ayat (b).
B. Prinsip CEDAW dan Mubādalah Sebagai Lensa Keadilan Perempuan
CEDAW adalah konvensi internasional yang dirumuskan secara khusus untuk mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan. Tujuan disahkannya konvensi ini adalah sebagai upaya untuk menghapus semua macam diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dengan adanya konvensi ini, maka negara-negara yang sepakat terhadap disahkannya konvensi tersebut berkewajiban penuh untuk mengaplikasikan dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi dan memenuhi HAM kaum perempuan. Negara Indonesia telah telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU. No. 7 Tahun 1984.[10] Inti dari CEDAW adalah untuk melindungi hak dan keadilan perempuan, dan menghapus diskriminasi dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat maupun keluarga.  
Konvensi CEDAW mengandung tiga prinsip penting yang harus diimplementasikan. Prinsip pertama adalah kesetaraan. Artinya antara laki-laki dan perempuan berhak memiliki persamaan dan derajat yang sama, baik persamaan dihadapan hukum maupun dalam sendi kehidupan. Tidak ada pembedaan antara keduanya dalam hal peran non-kodrati, semuanya memiliki kesempatan yang sama tanpa ada batasan ruang gerak hanya karena perbedaan jenis kelamin. Prinsip kedua adalah non-diskriminasi. Artinya bahwa, segala macam bentuk diskriminasi adalah pelanggaran HAM, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan dasar sebagai hak asasi yang harus dilindungi. Prinsip ketiga adalah kewajiban negara. Artinya bahwa, negara yang telah sepakat disahkannya konvensi CEDAW wajib memastikan terciptanya persamaan dan hak keadilan antara laki-laki dan perempuan dan menghapus segala macam pelanggaran HAM. Dengan hadirnya peran negara, maka semua warga negara dapat menkmati hak-haknya baik dalam konteks hak ekonomi, social, budaya, sipil dan politik. Tiga prinsip di atas, mengandung prisma hak-hak perempuan yang menjadi acuan untuk mengevaluasi segala macam bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam masyarakat khususnya dalam ranah keluarga. Terwujudnya hak kesetaraan gender hanya dapat diwujudkan melalui pemahaman terhadap tiga prinsip di atas.  
Dapat disimpulkan bahwa, CEDAW sebagai kerangka pikir acuan untuk payung hukum terwujudnya keadilan kaum perempuan yang dirumuskan oleh dunia internasional. Namun bicara kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan jauh sebelum dunia Internasional merumuskan konsepsi CEDAW sebagai payung hukum untuk melindungi dan menegakkan keadilan perempuan, Islam telah mengatur terlebih dahulu yang secara jelas tertulis di dalam al-Qur’an. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan mengenai konsep yang disebut sebagai “mubadalah”. Mubādalah memiliki arti “mengganti, mengubah dan menukar”. Konsep dan kata mubadalah telah disebut sebanyak 44 kali dengan bentuk dan makna yang berbeda. Secara bahasa Mubādalah memiliki makna kesalingan (mufa’alah), dan kerja sama antara dua pihak (musyarakah), atau dengan kata lain saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Mubādalah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti “kesalingan” yang memiliki makna “timbal balik. Dari berbagai makna di atas, mubādalah kemudian dijadikan sebagai sebuah perspektif dalam relasi antar dua pihak yang mengandung semangat dan prinsip resiprokal.[11]
Dasar hukum mubādalah salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat [49]:13, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia yang berbeda-beda, baik berbeda dalam bentuk jenis kelamin, suku, bangsa. tujuannya adalah semata-mata untuk bisa saling mengenal. Dalam ayat ini Allah dengan tegas menyatakan bahwa manusia yang paling mulia disisi Allah adalah manusia yang paling bertaqwa. Artinya derajat kemuliaan manusia bukan terletak pada bentuk kelaminnya, warna kulitnya, sukunya, kekayaannya, kedudukannya atau tingginya pangkat yang disandangnya. Namun yang dinilai adalah manusia paling bertaqwa. 
Keragka pikir mubadalah, memiliki tiga makna dasar. Pertama, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga semua teks-teksnya juga harus menyasar keduanya. Kedua, prinsip relasi antara kaduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan apalagi otoriter. Ketiga, teks-teks hukum Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.
Teks-teks Islam bersifat terbuka untuk interpretasi bermakna sebagai upaya menemukan ide moralitas yang ada dibalik teks yang literal tersebut. Interpretasi terhadap teks untuk menemukan kontekstualisasi pemahaman al-Qur’an. Melakukan interpretasi terhadap teks bukanlah merubah atau menolak teks al-Qur’an, interpretasi hanya sebagai upaya mengembangkan penafsiran al-Qur’an.  Dimungkinkannya interpretasi dengan pertimbangan mashlahah (human good). Fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan penegakan pada aktifitas ijtihad (independen legal reasoning) cukup menjadi petunjuk bahwa hukum Islam bersifat adaptable dengan perubahan social dan dinamika ruang dan waktu, sehingga sangat dimungkinkannya untuk suatu upaya reformasi.[12] 
Melalui tiga premis tersebut di atas, pemahaman dasarnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek tujuan diturunkannya ayat al-Qur’an. Maka keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, harus menerima konsekuensi dari hukum yang dimunculkan. Tentu saja hukum yang tidak timpang atau bias. Relasi yang dibangun harus bersifat kerjasama, tidak ada yang superior dari yang lain. Pada akhirnya pemaknaan teks-teks agama harus selaras dengan tujuan besar Islam, yaitu sebagai agama rahmatan bagi seluruh alam, bukan hanya untuk satu jenis manusia atau golongan tertentu saja.


C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Ayat (b) Pasal 34 UUP 
1. Perspektif CEDAW
Regulasi hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri tertulis di dalam UUP pasal 34. Namun adalam artikel ini penulis fokuskan pada ayat (b) yang tertulis bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ketentuan ini, seakan segala urusan rumah tangga dengan segala macam bentuknya adalah memang telah menjadi tugas wajib istri. Tugas tersebut telah di formalitaskan dan dilegalitaskan dalam bentuk UU, sehingga perempuan secara peraturan memang telah dikukuhkan sebagai petugas dalam ruang domestik.  Aturan tersebut telah melahirkan stigma bahwa urusan rumah tangga adalah tugas dan peran yang harus dikerjakan oleh perempuan. Selain itu, stigma ini tanpa disadari melahirkan segregasi ruang pembatasan gerak perempuan. 
Kata “wajib mengatur urusan rumah tangga”, teks tersebut terseksan tidak-adil dan bias gender. Urusan rumah tangga seperti urusan dapur, mencuci baju, menyapu, ngepel lantai dan lain sebagainya, seolah-lah telah dibakukan dan bersifat wajib untuk dijalankan oleh kaum istri. Padahal pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah peran, yang namanya peran adalah bisa dilakukan oleh siapapun bukan hanya kaum istri tapi suami juga dapat melakukan pekrjaan itu semua. Perumusan pasal tersebut terkesan bahwa pekerjaan rumah tangga yang berat itu bersifat kodrati. Sehingga wajib dikerjakan oleh kaum istri, karena bersifat kodrati untuk kaum istri maka laki-laki tidak dapat dan tidak pernah ada yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan keadilan dan kesetaraan gender. 
Kesetaraan gender suami istri adalah antara suami dan istri memiliki kesetaraan, kesamaan dan kesederajatan yang sama dalam dalam segala bidang, tanpa ada pembatasan-pembatasan dan diskriminasi. Namun kesetaraan demi keadilan ini dalam zona non-kodrati. Katagori non-kodrati dalam ranak public seperti peran menjadi pemimpin (Bupati, Wali Kota sampai dengan Presiden), dalam ranah domestic seperti berperan dalam memasak dan mengurusi urusan rumah tangga lainnya. Peran non-kodrati tersebut, bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa suami juga bisa istri. Sebagai ilustrasi misalnya seperti suami bertugas atau mengambil peran memasak dan mengurus urusan rumah tangga, sedangkan istri berperan menjadi wanita karir, atau sebaliknya. Konsep seperti ini adalah aplikasi kesetaraan gender antar suami istri. Keseteraan ini menjadikan suami dan istri dalam rumah tangga sebagai patnership. 
Patner adalah prinsip penting untuk diimplementasikan sebagai relasi suami istri dalam rumah tangga. Suami istri sebagai patner artinya bahwa suami istri adalah pasangan yang harus saling membantu dalam segala urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga tidak semestinya dibebankan sepenuhnya kepada istri, namun suami juga dapat berperan aktif untuk mengurus urusan rumah tangga, keduanya memiliki kebolehan untuk berperan yang sama yang dijalankan peran tersebut dengan tetap mengedepankan komunikasi dan muasyawarah bersama secara demokrasi. Jika peran dalam pekerjaan rumah tangga dilakukan bersama-sama sebagai patner, maka keluarga akan menciptakan keluarga yang demokratis, nyaman, serta terhindar dari bentuk keekrasan baik fisik maupun sikis.
Inplementasi prinsip partnership antara suami dan istri dalam ruang domestik perlu dipahami bahwa antara keduanya tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Suami istri wajib memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam mengerjakan segala urusan rumah tangga. Dalam melakukan pekerjaan rumah tangga pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan seorang istri. Artinya bahwa pekerjaan domestik juga dapat dikerjakan oleh suami, sedangkan istri mencari nafkah atau berkarir. Bentuk perkawinan yang menerapan prinsip partnership antara suami dan istri memilki kesempatan yang sama untuk sama-sama berperan dalam bidang pekerjaan apapun.  Dana yang tak kalah pentingnya adalah keputusan dan musyawarah antara keduanya diambil dengan mendasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan maupun kepuasan masing-masing.[13]
Menerapkan relasi antara suami dan istri dalam ruang pekerjaan keluarga wajib dilakukan terlebih dahulu dengan sistem musyawarah bersama. Partnership ini akan  menjadi kendala jika keputusan hanya diambil oleh salah satu pihak saja. Patner antara suami istri ini endingnya adalah demokrasi pasrtisipatosris. Artinya suami dan istri berpartisipasi, diputuskan, diselesaikan dan kesepakatan dirumuskan secara bersama-sama. Demokrasi dalam relasi suami istri diharuskan membuka ruang untuk menerima pendapat dan usulan dari pasangan. Antara suami dan istri diharuskan untuk menciptakan sikap yang saling menghargai satu sama lain, dengan saling menghargai maka akan tercipta keluarga yang kondusif, secara otomatis maka antar pasangan akan melahirkan persahabatan, bermitra dan kesejajaran yang sama tanpa diskriminasi.[14]
Namun, kesetaraan gender dalam rumah tangga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai partnership banyak belum dipahami sebagai sesuatu yang harus siterapkan dalam rumah tangga. Sehingga banyak kaum istri dalam rumah tangga yang berperan menjadi pekerja ganda, yakni berkeja sebagai wanita karir, da bekerja mengurus urusan rumah tangga. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat tentang mengurus urusan rumah tangga hukumnya wajib dilakukan oleh istri, karena memang ketentuan dan aturan tentang megurusi urusan rumah tangga ditetapkan dalam Pasal 34 UUP sebagaimana di atas. Ketika pasal tersebut dimaknai secara tekstual, maka akan melahirkan stigma bahwa rusan rumah tangga merupakan hal yang harus dikerjakan oleh istri. Akibatnya, istri merasa mendapatkan ketidakadilan dan hak dan kewajiban diterima oleh istri terasa kurang seimbang dan setara. 
Dapat dikatakan bahwa, rumusan Pasal 34 ayat (b) di atas, tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diamanahkan dalam CEDAW, sebagaimana yang termuat dalam CEDAW Pasal 1 yang secara tegas tentang pentingnya persamaan dan non-diskriminasi. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pentingya menciptakan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek manapun khususnya dalam keluarga. Ketentuan Pasala di atas, juga tidak selaras dengan asas non-diskriminatif. Karena ketentuan Pasal di atas, oleh banyak masyarakat hanya dimaknai secara literal apa adanya bunyi pasalnya. Sehigga dimasyarakat banyak fakta diskriminasi terhadap istri, karena dipaksa untuk tetap mengerjakan segala urusan rumah tangga, hal ini adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 
Pada intinya ketentuan CEDAW tersebut menekakan kesetaraan dan keadilan, segala macam bentuk diskriminasi terhedap perempuan harus dihapuskan. CEDAW melarang adanya praktik superioritas salah satu jenis kelamin yang berbasis gender. Karena pada prinsipya antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dan persamaan dalam segala bidang termasuk peran aktif dalam pekerjaan rumah tangga. Prinsip persamaan tersebut juga ditegaskan dalam UUD 45 yang menekankan equality before the law, yang tertulis dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Prinsip persamaan dihadapan hukum tidak melihat suku, budaya, keyakinan agama, kepercayaan, warna kulit, bahasa dan jenis kelamin, semua memiliki serajat yang sama dihadapan hukum.[15]
Artinya bahwa prinsip ini mengharuskan antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Dalam negara hukum tidak ada spesialisasi berdasarkan jenis kelamin, kaya atau miskin sekalipun, semua memiliki derajat kesamaan dalam hukum. Artinya jika merujuk pada ketentuan UUP yang mengatur bahwa istri wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan jelas bahwa ketentuan ini mengindikasikan bertentangan dengan prinsip equality before the law. Dengan ketentuan tersebut, segala macam bentuk urusan rumah tangga telah di formalkan menjadi tugas dan peran istri, sedangkan suami tidak, hal ini jelas mendiskritkan kaum istri, karena istri selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, istri juga memiliki pekerjaan di ruang publik (wanita karir untuk mencari nafkah), hal ini menjadikan istri mengerjakan peran ganda. 
Mengutip pendapat Ramly, bahwa arti dari equality before the law, adalah bahwa semua warga negara wajib diperlakukan adil, tidak ada diskriminasi, hal ini menjadi kewajiban pemerintah dan penegak hukum.[16] Derajat persamaan artinya antara laki-laki dan perempuan mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang sama dihadapan hukum. Dengan kedudukan yang seimbang ini maka ketika berhadapan dengan hukum maka seseorang tidak ada yang special di atas hukum, dalam istilah hukum biasa disebut sebagai “no man above the law”, maka ini adalah tidak ada yang disitimewakan oleh hukum pada subyek hukum.[17]
Rumusan Pasal 34 UUP tersebut juga bertentangan dengan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM didalam UU HAM bagian kesembilan tentang Hak Wanita Pasal 1  ayat (1) dijelaskan bahwa: (Ayat 1) “Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama”.  Dari analisis di atas jelas bahwa, Pasal 34 UUP, yang menjelaskan bahwa, istri wajib mengurusi urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, bertentangan dengan CEDAW bahkan bertentangan dengan berbagai regulasi tentang HAM yang ada di Indonesia. 
2. Perspektif Islam Mubādalah
Jauh sebelum negara Barat menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Islam lahir dengan membawa misi salah satunya adalah menghilangkan dan membebaskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Islam secara tegas mengatur tentang antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, derajat kemuliaan manusia bukan terletak pada jenis kelamin atau kekayaannya, namun pada ketaqwaannya.  Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Diantara ayat menjelaskan tentang kemuliaan dan keadilan untuk perempuan tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat: [13], Q.S. An-Nisa’ ayat [1] dan Q.S. At-Taubah Ayat [71].
 Dari ketentuan al-Quran tersebut, intinya bahwa Islam memposisikan laki-laki dan perempuan dihadapan Tuhan sebagai hamba yang sama.[18]  Dalam arti lain, Islam mengehendaki antara suami istri memiliki keadilan dan kesetraan yang sama. Memposisikan kesetaraan antara suami dan istri, dalam Islam dapat disebut sebagai “mubadalah”. Pengertian mubadalah adalah memiliki makna kesalingan (mufa’alah), dan kerja sama antara dua pihak (musyarakah), atau dengan kata lain saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.[19] Dalam koteks hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, antara suami dan istri seharusnya menerapkan mubadalah atau berkesalingan. Dalam arti antara suami dan istri sama-sama kerjasama dalam mengurus urusan rumah tangga, jika semua urusan rumah tangga diwajibkan menjadi tugas seorang istri hal ini bertentangan dengan teori kesalingan.  
Dalam masyarakat sering ditemukan istri dibebankan untuk mengurus urusan rumah tangga, sedangkan suami enggan untuk membantu tugas istri, hal ini karena pemahaman terhadap ayat al-Qur’an Surat an-Anisa: 4 [34] yang selalu diterjemahkan: laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, yang mana ayat ini  banyak dipahami hanya secara tekstual semata. 
Perlu dipahami secara mendalam terhadap terjemahan “pemimpin” dalam ayat tersebut. Kata qowwam dapat diterjemahkan dalam dua katagori, yakni qowwam sebagai pemimpin dan qowam bukan sebagai pemimpin.  
1. Jika kata “qowwam” diterjemahkan sebagai pemimpin. 
Jika diterjemahkan laki-laki sebagai pemimpin istri dalam rumah tangga, maka pemimpin yang diminta oleh Islam adalah pemimpin yang demokratis yang membuka peluang saran aspirasi dari pasangan, bukan pemimpin yang otoriter dan sewenang-wenang terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Suami yang layak menyandang predikat qowwam adalah suami yang demokratis, penuh cita kasih sayang dan pegertian. Artinya predikat tersebut layak dimiliki oleh suami, jika suami memilki kualitas yang lebih baik dari sisi intelektual, emosional dan spiritual dari istri, maka suami tersebut layak disebut sebagai qowwam bagi seorang istri. Megutip pendapat Siti Musdah Mulia,[20] posisi qawwam bagi suami tidaklah otomatis, melainkan sangat tergantung pada dua syarat yang diterangkan pada penghujung ayat. Dikatakan tidak otomatis karena untuk dapat dikatakan pemimpin harus memilki dua syarat, pertama suami harus memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada istrinya, dan kualitas dimaksud bisa bermakna kualitas fisik, moral, intelektual dan finansial. Syarat yang kedua suami harus telah menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga. Dari dua syarat tersebut artinya bahwa posisi suami sebagai pemimpin istri tidaklah langsung otomatis, melainkan bersifat defiitif atau suami tertentu saja. Berdasarkan ilmu bahasa arab, kata al-rijal dalam ayat tersebut tidak menunjukkan semua laki-laki, melainkan hanya laki-laki tertentu saja, apa lagi ayat tesebut menggunakan kata awalan “al” yang menunjukkan pada arti definitif. Jika surat an-Nisa’, [34] dibaca secara tekstual saja, maka akan melahirkan pemahaman bahwa setiap laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan. Dengan demikian, seyogyanya ayat itu lebih tepat diartikan: “hanya suami yang memiliki kualifikasi tertentu yang bisa menjadi pemimpin atas istri tertentu”, atau “Para suami tertentu saja yang dapat menjadi pemimpin bagi istrinya”. Itu juga harus disertai dengan dua syarat sebagaimana di atas.  
2. Kata “qowwam” diterjemahkan bukan sebagai pemimpin.
Mengutip pendapat Faqihuddin Abdul Qodir,[11] dalam bukunya yang berjudul “Qira’ah Mubadalah”, bahwa QS. An-Nisa: [34] tersebut bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, dengan basis jenis kelamin. Ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (fadhl) dan harta (nafaqoh) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Dengan begitu, makna qowwam dalam relasi suami istri, adalah pembagian peran yang adil di dalam keluarga antara suami dan istri yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, menghargai, ingin melindungi dan saling membahagiakan (mu’asyarah bul ma’ruf/ Q.S. an-Nisa:19). Secara sederhana, qowwam itu bukan siapa berkuasa atas siapa, tapi siapa dapat membantu siapa.
Dari perspektif Islam mubadalah, ketetuan Pasal 34 UUP yang berimplikasi terhadap diskriminasi peran istri dalam rumah tangga, serta bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam, yaitu kesetaraan dan keadilan geder. Islam diturunkan dibumi menyerukan keadilan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, antara keduanya mempunyai derajat kemuliaan yang sama Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidak-adilan, terutama dalam relasi gender. Kehadiran Islam untuk menghapus parktik budaya ptriarkhi atau budaya jahiliyah dan semua sistem tiranik. Islam menghapuskan bentuk paradigma atau sistem yang menindas yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan gender dan HAM yang universal.
D. Kesimpulan
Ketentuan Pasal 34 UUP ayat (b), memberikan implikasi yang tidak adil (equality before the law) terhadap istri. Kalimat “istri wajib mengurus urusan rumah tangga”, seolah-olah tugas rumah tangga telah di kukuhkan menjadi tugas wajib seorang istri. Ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkadung dalam konvensi internasional tentang perempuan (CEDAW), yang mengatur pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam rumah tangga. Selain itu, ketentuan Pasal 34 UUP bertentangan dengan nilai-nilai yang terkadung dalam mubadalah. Dalam mubadalah tuntutannya adalah harus berkesalingan, antara suami istri saling kerjasama, saling menghormati, saling membantu urusan rumah tangga, saling membahagiakan (bahagia itu membahagiakan), suami istri adalah sebagai partnership. Dan yang harus dipahami bahwa, membaca ayat “qowwam”, tidak cukup dibaca hanya secara tekstual. Makna qowwam dalam relasi suami istri, adalah pembagian peran yang adil di dalam rumah tangga antara suami dan istri yang dilandasi oleh rasa saling menghormati, menghargai, ingin melindungi dan saling membahagiakan (mu’asyarah bul ma’ruf/ Q.S. an-Nisa:19). Secara sederhana, qowwam itu bukan siapa berkuasa atas siapa, tapi siapa dapat membantu siapa.
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